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Abstract

Taxes revenue s the main source dorestic revenue because slate revenue fromtaxation sector
gs a great deal from side state budget as awhole which decanted in State Revenue and Expendi-
ure Budget (APBN). The tax reform with the strategy ininternal consolidation and canvassing was
used by The Directorate General of Taxes (Direktorat Jenderal Pajak) to oblain taxes revenue.
The goal of this research s to observe the number oftaxpayers and the number oftax payment slip
that can influence the tax revenue. The basis of the theory is literature, tax regulation, opinion from
researcher or who was expert in the field of taxation. Hypothesis test used The Correlation of
Pearson Product Moment Analysis. Recording to the research there is the relationship linearly
hetween the number of taxpayer and the number of tax payment slip with the tax revenue.
Keywords: Taxpayer, Tax Payment Sfip, Tax Revenue "

ILATAR BELAKANG

Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakanbagian terbesar dari
sisi penerimaan negara secara keseluruhan yang tertuang dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka meningkatkan
penerimaan negara dari sektor perpajakan, diperlukan reformasi perpajakan
secara menyeluruh. Reformasi perpajakan tersebut dijabarkan dalam visi dan
misi Direktorat Jenderal Pajak melalui langkah-langkah strategi Direktorat
Jenderal Pajak meliputi (Bahan Sosialisasi “Menuju Single Identification Number,

16 April 2004):
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Tahun 2001 : Konsolidasi Internal dan Penyisiran
Tahun 2002 : Kenalilah Wajib Pajakmu
Tahun 2003 : Penegakan Hukum
Tahun 2004 : Bank Data Nasional dan Single Identification Number
Tahun 2005 : Menuju Indonesia Sinergi -
Tahun 2006 : Indonesia Sinergi
Tahun 2007 : Kemandirian Anggaran Pendapatan Fz Belanja Negara
Tahun 2008 : Kepastian Hukum Meningkat Secara Sistem
Tahun 2009 : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Ber!
Tahun 2010 : Kesejahteraan Masyarakat Meningkat dan Terjamin Secara
Sistem
Langkah strategi Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan kegiatan
ekstensifikasi Wajib Pajak adalah Konsolidasi Internal dan Penyisiran.
Pengukuran keberhasilan penyisiran adalah peningkatan jumlah Wajib Pajak
atau masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak. Peningkatan
jumlah Wajib Pajak secara langsung dapat meningka penerimaan pajak
sehingga kegiatannya dilakukan secara berk&smambungan dan konsisten.
Penerimaan pajak meningkat karena adanya pemasuk uang ke kas negara
melalui media Surat Setoran Pajak (SSP) yang diadministrasikan oleh Direktorat
Jenderal Pajak. _
Perumusan masalah penelitian yang terkait dengan penyisiran atau
kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap penerima pajak adalah sebagai
berikut: apakah jumlah Wajib Pajak mempengaruhi aan pajak; dan
apakah jumlah Surat Setoran Pajak mempengaruhi penerimaan pajak. Tujuan
penelitian adalah untuk: mengetahui kegiatan penyisiran atau peningkatan
jumlah Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat
meningkatkan penerimaan pajak; dan untuk mengetahui dampak lanjut
penyisiran seperti peningkatan pembayaran pajak yang terlihat dalam jumlah
SuratSetoran Pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

e e s o

LANDASAN TEORI

Sistem pemungutan pajak merupakan metode atau cara melaksanakan
pemungutan atas pajak yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan tersebut
menjadi salah satu dasar perpajakan yang harus diketahui dan dipahami
sebagai landasan pelaksanaan reformasi peraturan perundang-undangan
perpajakan. Sistem pemungutan pajak diIndonesia mempunyai ciri dan corak
tersendiri (Pandiangan, 2002) yaitu:
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a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian
dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama
melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk
pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

b. tanggungjawabatas kewajiban pelaksanaan pemungutan pa]ak sebagai
pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota
masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat
perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan
pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan
kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan;

c. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat
melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi
perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali,
sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib

Pajak.

1. Hubungan antara Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak kepada setiap Wajib Pajak disertai
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pengesahan pemberian
NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut
menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap Wajib Pajak.
Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban
perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak.
Pengisian kewajiban perpajakan hasus didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas
kewajiban perpajakan oleh setiap Wajib Pajak dapat mengamankan penerimaan
pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara
benar dan tepat, penerimaan pajak dapat meningkat.

Dalam kaitannya dengan penerimaan pajak, peningkatan jumlah Wajib
Pajak telah menjadi program awal Direktorat Jenderal Pajak melalui kegiatan
ekstenisifikasi Wajib Pajak atau penyisiran. Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak
wajib dilaksanakan oleh seluruh unit-unit kantor pelayanan pajak melalui Tim
Optimalisasi Penerimaan Pajak (TOPP), karena dalam rapat pimpinan Direktorat
Jenderal Pajak, kegiatan yang dijadikan tema adalah program ekstensifikasi
dalam rangka peningkatan tax ratio dan pengamanan penerimaan pajak
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(Majalah Berita Pajak, 1 Desember 2006). Dalam tulisan tersebutjuga dijelaskan
bahwa kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan salah satu program yang
difokuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengamanan

yet. This action is implemented by conducting canvassing.

sama (2006) dijelaskan kegiatan penyisiran dalam r,

penerimaan dari Wajib Pajak Orang pribadi, yaitu:
Canvassing activity was focused on some indivudals who have luxurious
assets, retail sellers, family head who lives in exclusive housing, employee
who holds income more than personal exemption, passport holder, credit
card holder who has the limit above 10 million mp1ahs It was directed to
cover individuals who actually have the potency to pay taxes but not yet
covered, and to extend taxes collected from Individual Taxpayer which
current portion are still smaller than taxes collected om corporate Taxpay-
ers.

Dalam Harian Kompas (Senin, 2 April 2001) pada bagian judul “Pajak
Dijaring Lewat Kartu Keluarga”, dijelaskan bahwa:

“Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Departemen Keuangan (Depkeu) Hadi
Purnomo mengatakan, untuk menjaring Wajib Pajak (WP) baru,
pemerintah akan mewajibkan pemilik Kartu Keluarga (KK) dan pemilik
kartu kredit dengan nominal Rp 10 juta, memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP). NPWP juga wajib dimiliki oleh mereka yang ingin
mendapatkan paspor, membeli mobil seharga lebih dari Rp 200 juta,
membangun rumah senilai Rp 1 milyar, dan orang pribadi yang
memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
atau di atas Rp 2,8 juta per tahun dan atau Rp 240.000 per bulan”.

Kemudian di alinea lainnya (Harian Kompas, 2 April 2001), dijelaskan
bahwa:
“Ini merupakan langkah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) untuk
meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan cara ekstensifikasi dan
intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak dilakukan melalui perluasan

subjek dan objek pajak.”

Perluasan subjek pajak dilakukan melalui kerja rama dengan Rukun
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Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) di masing-masing kelurahan. Direktorat

Jenderal Pajak Departemen Keuangan menindaklanjuti dengan mengadakan

kerjasama dengan para Gubernur dan Walikota/Bupati atau Pemerintah

Provinsi dan Pemeritah Kota/Kabupaten. Akses yang didapat oleh Direktorat

Jenderal Pajak adalah mendapatkan Kartu Keluarga. Keinginan Direktorat

Jenderal Pajak terhadap Kartu Keluarga tersebut adalah penambahan kolom

Nomor Pokok Wajib Pajak. Kolom tersebut dapat diisi dengan mencantumkan

pendapatan atau penghasilan kepala keluarga/suami atau gabungan antara

suami dan isteri yang diterima atau diperoleh setiap bulan atau tahun.

Dalam rangkuman Laporan Tahunan 2002 dengan judul “Kenali Wajib

Pajakmu (Knowing Your Taxpayer)” yang dikeluarkan cleh Direktorat Jenderal

Pajak (31 Desember 2002), terdapat kaitannya antara kegiatan ekstensifikasi

Waijib Pajak dengan Penerimaan Pajak, yaitu:

Langkah yang diambil DJP dalam merealisasikan target penerimaanadalah

melalui penetapan sejumlah kebijakan di bidang PPh, PPN, PBB dan pajak

Jainnya.

A. Kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2002 antara lain:

a. Kebijakan di bidang PPh meliputi:

1.  Upayaekstensifikasi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah;

2.  Mewajibkan kepada setiap orang yang memiliki penghasilan di atas
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menjadi Wajib Pajak;

3.  Menggiatkan upaya guna mendapatakses terhadap lalu lintas devisa
dan pencatatam transaksi keuangan untuk tujuan monitoring;

4.  Pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan yang
terintegrasi dan on-line antar unit-unit terkait (MP3);

5. Pembentukan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar.

Keberhasilan atas pelaksanaan kebijakan di bidang PPh dapat diukur
jecara kuantitatif melalui realisasi penerimaan pajak tahun 2002 dan realisasi
enerimaan pajak tersebut dibandingkan dengan tahun 2001. Berikut ini
jelasan realisasi penerimaan pajak yang berumber dari Laporan Tahunan
2002.
weeeeee.Tealisasi penerimaan dalam tahun 2002 mengalami peningkatan
dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2001. Pajak
Penghasilan meningkat sebesar 8% (dari Rp. 94.576,0 miliar menjadi
Rp. 101.873,5 miliar), PPN meningkat sebesar 16 % (dari 55.957,0 miliar
menjadi Rp. 65.153,0 miliar), PBB dan BPHTB meningkat sebesar 17%
(dari Rp. 6.662,9 miliar menjadi Rp. 7.827,7 miliar), dan Pajak Lainnya
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meningkat sebesar 6% (dari Rp. 1.383,9 miliar menjadi Rp. 1.469,1 miliar).

2. Hubungan antara Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan Pajak

Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak atau penyisiran berdampak pada
jumlah Surat Setoran Pajak, karena Surat Setoran Pajak merupakan sarana
pembayaran atau penyetoran yang dilakukan oleh setis p Wajib Pajak ke kas
negara. Pemenuhan kewajiban perpajakan seperti Pajak/ Penghasilan Pasal 21,
Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan
Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Penghasilan Pasal 15, harus disetor ke
kas negara dengan media Surat Setoran Pajak.

Surat Setoran Pajak tersebut digunakan untuk pembayaran atau penyetoran
masa, pendahuluan surat ketetapan pajak, tahunan, surat tagihan pajak, surat
ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan| pajak kurang bayar
tambahan. Seperti halnya Pajak Penghasilan Pasal 25/ 2!9 Badan, Wajib Pajak
Badan dapat membayar atau menyetor perpajakannya dengan kodejenis setoran
sebagai berikut:

a. Jenis setoran 100 untuk pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan;

b. Jenis setoran 199 untuk pembayaran pendahuluan surat ketetapan pajak

PPh Pasal 25 Badan;
¢. Jenis setoran 200 untuk pembayaran tahunan PPh Badan;
d. Jenis setoran 300 untuk pembayaran Surat Tagihan Pajak (STF) PPh
Badan;
e. Jenis setoran 310 untuk pembayaran Surat Ke]etapan Pajak Kurang

Bayar (SKPKB) PPh Badan;
d. Jenis setoran 320 untuk pembayaran Surat Ke
Bayar Tambahan (SKPKBT) PPh Badan.

Bukti setoran SSP merupakan tanda bukti lunas pembayaran pajak yang
dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam melaksanakan tertib administrasi dan
memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak terhadap bukti setoran atau
pembayaran tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memberjkan pelayanan Sistem
Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) secara on-line, yang dimulai
pada tanggal 1 Juli 2003. Seluruh penerimaan pajak ol;h bank-bank persepsi
harus dilakukan melalui Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3)
secara on-line. Pelaksanaan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
(MP3) secara on-line dapat memberikan informasi pelaporan pembayaran pajak
semakin akurat, sehingga hal tersebut memudahkan pelayanan lanjutan
terhadap Wajib Pajak, misalnya dalam bhal pemeriksaan, dan pengembalian

etapan Pajak Kurang
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kelebihan pembayaran pajak. Berikut ini dapat diketahui beberapa keuntungan

pelaksanaan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) yang dikutip dari

Laporan Tahunan 2003 dengan judul Laporan Tahunan 2003; “Penegakan Hukum

(Law Enforcement)” yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (31 Desember

2003) sebagai berikut:

Beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak

melalui fasilitas MP3 secara on-line, yaitu:

a. Mengurangi persentuhanantara aparat pajak dengan Wajib Pajak yang
dapat menimbulkan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme);

b. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan tercatat secara
akurat dan real time (pada saat pembayaran pajak dilakukan), sehingga
dapat segera diketahui jumlah kredit pajak yang menjadi hak Wajib
Pajak;

c. Mengurangi peredaranSSP/SSB palsu;

d. Wajib Pajak akan merasa aman dalam perjalanan menuju ketempat
pembayaran, karena pembayaran pajak secara on-line dapat dilakukan
melalui ATM, teller, internet banking, standing instruction dan sarana lain
yang disediakan oleh Bank. '

Dengan adanya kemudahan dan keuntungan yang diperoleh
Wajib Pajak tersebut, akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam
melakukan pembayaran pajak, yang pada akhirnya akan menunjukkan
kepedulian dan kesedaran akan pentingnya membayar pajak.

3. Hipotesis Penelitian
Pengujian hipotesis atas variabel-variabel penelitian adalah sebaga1 berikut:
a. Hipotesis Pertama
H 1: Jumlah Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan
pajak?
H_1: Jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak?
b. Hipotesis Kedua
H_2: Jumlah Surat Setoran Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap
penerimaan pajak?
H_2: Jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh terhadap

penerimaan pajak?
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METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Penulis memilih metodologi penelitian kuantitatif dalam penelitian ini
karena adanya rumusan hipotesis yang harus dilak pengujian dengan
menetapkan variabel bebas atau independent variable dan variabel tidak bebas
atau dependent variable, yang kemudian variabel-variabel tersebut diukur
berdasarkan pengukuran skala dan diuji berdasarkan metode analisis. Dalam -
metodologi penelitian kuantitaif, proses pengumpulan data primer dapat
dilakukan melalui metode observasi atau metode pengamatan lapangan,
penelitian survey dan penelitian eksperimen.

Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian pengujian hipotesis
terkait dengan proses pengambilan keputusan atau kesimpulan. Pengujian
hipotesis bertujuan untuk menguji hipotesis, umumnya menjelaskan
karakteristik hubungan-hubungan tertentu atau perbedaan-perbedaan antar
kelompok atau independensi dari dua faktor atau lebih dalam suatu situasi
(Hermawan, 2003). Hubungan tersebut adalah adanya sudtu pengaruh beberapa
variabel bebas terhadap variabel terikat yang terjadi dal?m sutau pengamatan
dilapangan dan landasan teori yang dibuat oleh penulis dalam penelitian ini.

2. Populasi Penelitian

Populasi (Kuncoro, 2003) adalah kelompok elemen yang lengkap, yang
biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di kita tertarik untuk
mempelajari atau menjadi objek penelitian. Populasi (Sugiyono, 2003) adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai
kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulan. Oleh karena itu, po i yang menjadi objek
penelitian dapat berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian yang mempunyai
wilayah generalisasi, mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu. Dalam
penelitian ini, yang menjadi populasi adalah data time series, yaitu data yang
dikumpulkan dari waktu ke waktu. Data time series berupa data bulanan yang
diambil langsung dari sumber datanya, yaitu bersumber dari Sistem Informasi
Perpajakan (SIP) Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), SIP Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT), SIP Web Seksi Pengolahan Data dan l:itormasi, dan SIP Web

Direktorat Jenderal Pajak atau Monitoring Pelaporan Penyetoran Pajak (MP3).
Rincian populasi penelitian agar dapat menguji ru
atas:

ausan hipétesis terdiri
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a. Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Periode
Januari 2002 sampai dengan Desember 2006, terbagi menjadi:
1.  Jumlah penerimaan dalam rupiah seluruh jenis pajak,
2. Jumlah pengeluaran atau SPMKP (Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak), dan
3.  Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) seluruh jenis pajak.

b. Data Statistik “Master File Lokal” Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
Palmerah Periode Januari 2002 sampai dengan Desember 2006, terbagi
menjadi:

1.  DataWajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan status data
atau record Aktif/Normal (00);

2. Data Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan status data
atau record Perbaikan Data (UP);

3.  Data Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan status data
atau record Pindah Masuk (PB);

4.  Data Waijib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan status data
atau record Data Baru (PE); dan

5.  Data Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan status data
atau record Lainnya (..).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data

Fekunder Data Primer (Kuncoro, 2003) adalah data yang diperoleh dengan

survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data origi-

nal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data
primer, adalah:

a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan lapangan atau
pengamatan langsung terhadap kegiatan, data dan dokumen seperti
mengamati input data Wajib Pajak untuk status data atau record Perbaikan
Data (UP), Pindah Masuk (PB) maupun Data Baru (PE).

b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat
data dari Sistem Informasi Perpajakan (SIP) Seksi Tata Usaha Perpajakan
(TUP), SIP Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), SIP Web Seksi Pengolahan
Data dan Informasi, serta SIP Web Direktorat Jenderal Pajak seperh data
MP3 atau Monitoring Penyetoran Pelaporan Pajak.

Data sekunder (Kuncoro, 2003:127) adalah data yang telah dikumpulkan
oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna
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data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data
sekunder, adalah melalui perpustakaan, yaitu mencari, membaca dan mencatat,
yang kemudian diolah dan dijadikan sebagai informasi-informasi yang
mendukung data primer, seperti: buku, majalah, artikel, jurnal, dan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, mengenai teori-teori dan
hukum perpajakan yang mendukung seperti pembaha:jn sebagai bahan untuk

menetapkan tinjauan pustaka dan kerangka teoritisnya.

4. Penentuan Variabel dan Skala Pengukuran

a.

Variabel-variabel yang digunakan dalam pen itian terdiri atas:
Variabel tidak bebas (Kuncoro, 2003) adalah yariabel yang menjadi
perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel ini adalah
Penerimaan Pajak, dengan disimbolkan Y.
Variabel bebas (Kuncoro, 2003) adalah variabel yang dapat
mempengaruhi perubahan dalam variabel tidak bebas dan mempunyai
hubungan yang positif ataupun yang negatif bagi variabel tidak
bebasnya tersebut. Variabel ini adalah:

1.  Jumlah Wajib Pajak, dengan sm'\bol)(1 dan

2. Jumlah Surat Setoran Pajak, dengan sxmbolX

Dalam mendapatkan nilai yang kuantitatif, variabel dakbebas dan variabel
bebas yang telah disebutkan tersebut perlu dilakukan pengukuran skalanya.
Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian terdiri atas:

1,

2.
a.

Variabel tidak bebas adalah Penerimaan Pajak atau Y, dengan
menggunakan nilai rupiah, skala penguk ,

yang tertinggi dimana skala ini memmiliki skala in

ciri memiliki nilai nol sebagai nilai mutlak. Kom

terdapat jenis pajak yang mempunyai nilai no}, namun nilai tersebut
mempunyai pengertian bahwa penerimaan pajak yang bersumber dari
jenis pajak yang dimaksud tidak ada nilai jenis pajak.

Variabel bebas meliputi:
Jumlah Wajib Pajak atau X, dengan meng satuan lembar
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), skala pengukurannya
menggunakan skala interval. Skala interval (Santoso dan Asharij,
2005:4) adalah skala yang memiliki ciri-ciri skala ordinal tetapi jarak
dari masing-masing data bisa diukur. D jumlah Wajib Pajak ,
menyebutkan bahwa nilai nol tidak ada sama sekali.

Jumlah Surat Setoran Pajak atau X, dengan menggunakan satuan
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lembar surat yang telah mendapatkan validasi dari penerima
pembayaran pajak, yaitu bank persepsi atau bank pemerintahan dan
kantor pos dan giro, skala pengukurannya menggunakan skala in-
terval. Dalam jumlah Surat Setoran Pajak, menyebutkan bahwa nilai
nol tidak ada sama sekali.

i. Metode Analisis Data
5.1.Pengujian Statistik Deskriptif
Pengujian statistik deskriptif menggambarkan populasi penelitian yang
relipuﬁ: nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata atau mean, dan standar
eviasi dari setiap variabel penelitian, yaitu:
a. Penerimaan Pajak, dengan disimbolkan Y;;
b. Jumlah Wajib Pajak , dengan simbol X;; dan
c¢. Jumlah Surat Setoran Pajak, dengan simbol X,;

.2.Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis korelasi. Analisis
orelasi (Uyanto, 2006:191) yaitu ukuran hubungan (relationship) antara dua
ariabel, terutama untuk variabel kuantitatif. Dalam program SPSS Versi 12,
orelasi yang menggunakan skala interval dan skala ratio dapat digunakan
oefisien korelasi Pearson Product Moment. Beberapa asumsi yang digunakan
abila dilakukan analisis korelasi Pearson Product Moment (Wahana Komputer,
006) antara lain:
Distribusi nilai dari variabel berdistribusi normal atau mendekati normal.
Dua variabel yang akan dicari korelasinya adalah variabel kontinum yang
bersifat rasional atau minimal bersifat interval.
3 Hubungan dari dua variabel adalah linier.
' Dalam SPSS Versi 12, asumsi pertama (butir 1) dapat diketahui dengan
enggunakan uji normalitas. Asumsi normalitas merupakan prasarat
kebanyakan prosedur statistik. Dalam bukunya Uyanto (2006) menyebutkan
wa:
Ada beberapa cara untuk mengeksploitasi asumsi normalitas uu antara
lain: Uji Normalitas Shapiro-Wilk dan Uji Normalitas Lilliefors
(Kolmogorov-Smirnov) yang terdapat dalam prosedur SPSS Explore.
Dalam prosedur SPSS Explore juga akan ditampilkan secara grafis nor-
mal probability plot dan detrended normal plot.

[T
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Pengujian hipotesis terhadap normalitas data yang dimaksud menggunakan
Uji Normalitas Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) dengan a = 5% . Pengujian tersebut
adalah:

H,: data berasal dari populasi yang terdistribusi normal.

H, : data tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal.

Dalam pengujian hipotesis tersebut, kriteria untuk menolak atau tidak menolak
H, berdasarkan P-value=sig adalah sebagai berikut:

1. Jika P-value <o, maka H, ditolak.

2. Jika P-value® a, maka H, tidak dapat ditolak.

Sedangkan asumsi ketiga (butir 3) dapat diketahui dengan menggunakan
tabel regression disubbab curve estimation. Hubungan linier (Santoso dan Ashari,
2005) adalah hubungan dimana jika satu variabel mengalami kenaikan atau
penurunan, maka variabel yang lain juga akan mengalami hal yang sama.
Pengujian hipotesis hubungan linier pada SPSS Versi 12 dengan =5%, sebagai
berikut:

H,: Tidak ada hubungan linier antara variabel independen dan variabel

dependen.

H,: Ada hubungan linier antara variabel independen dan variabel

dependen.

Dalam pengujian hipotesis tersebut, kriteria untuk menolak atau tidak
menolak H berdasarkan P-value=sig pada program SPSS adalah sebagai berikut:

1. Jika P-value < o, maka H, ditolak.

2. Jika P-value® o, maka H, tidak dapat ditolak.

Kemudian penelitian diteruskan dengan menghitung l:uelasi Pearson Product
Moment, pengujian hipotesisnya pada SPSS Versi 12 dengan a = 5%, sebagai
berikut:

H,: Tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel

dependen.

H,: Ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak Ftau tidak menolak H;
berdasarkan P-value=sig pada program SPSS adalah sebagai berikut:

1. Jika P-value < a, maka H, ditolak.

2. Jika P-value® o, maka H, tidak dapat ditolak.

Ukuran korelasi dapat dinyatakan sebagai berikut (Sulaiman , 2004):
1. 0,70s.4. 1,00 (baik plus maupun minus) menunjukkan adanya tingKat
hubungan yang tinggi.
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2. 0,405s.d. <0,70 (baik plus maupun minus) memm;ukkan adanya tingkat
hubungan yang substansial.

3. 0,20s.d. <0, 40(ba1kplus maupun minus) menunjukkan adanya tingkat
hvbungan yang rendah.

4. <0,70 (baik plus maupun minus) menunjukkan tidak adanya tingkat
hubungan.

ALISA DAN PEMBAHASAN
. Deskripsi Hubungan antara Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak
Gambaran umum data statistik “Master File Lokal” Kantor Pelayanan Pajak
karta Palmerah dapat dijelaskan melalui hitungan jumlah dan pertumbuhan
j ya. Pertumbuhan tersebut meliputi jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang
‘Pribadi Aktif dan dapat dilihat dalam Tabel 1.
Dengan dasar perhitungan jumlah Wajib Pajak yang aktif tahun 2002,
ertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang aktif tahun 2003 mengalami kenaikan
ang paling besar, yaitu 13,87 % dengan jumlah 10.811 Wajib Pajak. Sedangkan
jumlah Wajib Pajak yang akfif tahun2006 mengalami pertumbuhan yang paling
cil, yaitu 9,93% dengan jumlah 14.591 Wajib Pajak. Laju pertumbuhanjumlah
ajib Pajak yang aktif hampir sama dengan laju pertumbuhan penerimaan
jak. Garis linier jumlah Wajib Pajak yang aktif dapat dilihat pada Grafik 1
garis pertumbuhanjumlah Wajib Pajak yang aktif dapat dilihat pada Grafik 2.

Tabel 1.
Data Statistik “Master File Lokal”
Tahun 2002 sampai dengan 2006

No. | Bulan Jumlah Data Wajib Pajak Aktif *) Pertumbuhan
Wajib Pajak Wajib Pajak Jumiah
Badan Orang Pribadi

1. | 2002 4,020 5,474 9,494

2. | 2003 4,450 6,361 10,811 13.87%

3. | 2004 4,848 7,076 11,924 10.30%

4. | 2005 5,229 8,044 13,273 11.31%

5. |- 2006 5640 . 8,951 14,591 9.93%

Keterangan :

*) Perhitungan Jumiah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi berdasarkan data
per awal bulan seperti tahun 2002 adalah data per 1 Januari 2002
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Grafik 1
Data Statistik “Master File Lokal” KPP Jakarta Palmerah
Tahun 2002 s.d. 2006
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Analisis hubungan antara Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak dilakukan
dengan melakukan pengujian statistik melalui hubungan Wajib Pajak Badan
Aktif dan Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif terhadap Penerimaan Pajak meliputi
dua pengujian, yaitu:

2. Pengujian Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 2, dimana jumlah
masing-masing data (Wajib Pajak Badan Aktif, Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif
dan Penerimaan Pajak) adalah 60 (enam puluh), sehingga tidak ada data yang
hilang. Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata atau mean, nilai standar deviasi,
nilai minimum dan nilai maksimum dari masing—masing data tersebut.
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Tabel 2.
Descriptive Statistics
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
WP BADAN AKTIF 60 5041.70 600.591 4020 6082
WP OP AKTIF 60 7598.23 1206.966 5474 9603
PENERIMAAN PAJAK 60 45633.87 11356.09500 24520.03 71291.37

Sumber: Hasil print-out Program SPSS Versi 12

b. Pengujian Korelasi Pearson Product Moment
Sebelum data diuji dengan korelasi Pearson Product Moment, data diuji
normalitasnya atau hubungan linieritasnya. Pengujian Normalitas Lilliefors
(Kolmogorov-Smirnov) dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
WP BADAN PENERIMAAN
AKTIF WP OP AKTIF PAJAK

N 60 60 60
Normal Parameters ab Mean 5041.70 7598.23 45633.8683
Std. Deviation 600591 1206.966 11356.09500

MostExtreme Absokito .062 097 125
Difierences Posiive .062 084 .125
Negative -062 -097 -082

Koimogorov-Smirmov Z 483 749 .985
Asymp. Sig. (2-aded) 974 629 .310

2. Test distributionis Normal.
b. Calcuated from data.

$umber: Hasil print-out Program SPSS Versi 12

Kesimpulan Pengujian Normalitas Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) adalah

sebagai berikut: :

1). Wajib Pajak Badan Aktif mempunyai P-value=sig. sebesar 97,4% sehingga

H, tidak dapat ditolak, karena P-value=sig. lebih besar dari a = 5%.

Kesimpulannya adalah data tersebut merupakan populasi yang

berdistribusi normal.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif mempunyai P-value=sig. sebesar 62,9%

sehingga H tidak dapat ditolak, karena P-value=sig. lebih besar dari a =

5%. Kesimpulannya adalah data tersebut merupakan populasi yang
berdistribusi normal.

3% Penerimaan Pajak mempunyai P-value=sig. sebesar 31,0% sehingga H tidak
dapat ditolak, karena P-value=sig. lebih besar dari a = 5%. Kesimpulannya

adalah data tersebut merupakan populasi yang berdistribusi normal.
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Sedangkan hubungan linieritas dapat dilihat dari masing-masing
hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Berikut ini rincian
masing-masing hubungan linieritas, sebagai bérikut:

1). Variabel Wajib Pajak Badan Aktif terhadap PenerimaanPajak dapat dilihat
pada Grafik 1. Hubungan ini mempunyai P-value=sig. sebesar 0,02%
sehingga H, ditolak, karena P-value=sig. lebij kecil dari a = 5%.
Kesimpulannya adalah ada hubungan linier antara variabel independen

dan variabel dependen.
Grafik 3.
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Sumber: Hasil print-out Program SPSS Versi 12

2). Variabel Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif terhadap Pa[nenmaan Pajak dapat
dilihat pada Grafik 2. Hubungan ini mempunyai P-value-s:g sebesar 0,02%
‘sehingga H ditolak, karena P-value=sig. lebih| kecil dari a = 5%.
Kesimpulannya adalah ada hubungan linier antara|variabel independen
dan variabel dependen.
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Grafik 4.
PENERIMAAN PAJAK
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S+mber: Hasil print-out Program SPSS Versi 12

Pengujian kedua asumsi yang telah dijelaskan diatas telah terpenuhi,
hingga semua data ini dapat dilakukan pengujian korelasi Pearson Product
Joment. Pengujian korelasi Pearson Product Moment dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4.
Correlations
WP BADAN _-l PENERIMAAN
AKTIF WP OR AKTF PAJAK
AKTI Peareon Corroiaton 1 87 . B4
Sig. (2-tailed) : . 000 000
N 60 60 60
WP OP AKTH Pearson Corrola ton 07 1 68
Sig. (2-tailed) 000 . 000
N 60 60 60
[ PENERMAAN PAJAK Pearson Correla ton B4 488~ 1
Sig. (2-taited) 000 .000 .
N 60 €0 60

**. Correlation is significant atthe 0.01 loval (24aled).
Sumber: Hasil print-out Program SPSS Versi 12

Kesimpulan Pengujian korelasi Pearson Product Moment adalah sebagai
berikut :

1). Korelasi Pearson Product Moment Wajib Pajak Badan Aktif terhadap
Penerimaan Pajak mempunyai r= 0,464 dan P-value=sig= 0,000, sehingga
H,ditolak, karena P-value=sig. lebih kecil dari a T 5%. Kesimpulannya
adalah ada hubungan linjer yang substansial Waj b Pajak Badan Aktif
terhadap Penerimaan Pajak.

2). Korelasi Pearson Product Moment Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif terhadap
Penerimaan Pajak mempunyai r= 0,468 dan P-value=sig= 0,000, sehingga
H, ditolak, karena P-value=sig. lebih kecil dari a 5 5%. Kesimpulannya
adalah ada hubungan linier yang substansial Wajib Pajak Badan Aktif
terhadap Penerimaan Pajak.

3. Deskripsi Hubungan antara Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan
Pajak

Data Surat Setoran Pajak terdapat di jumlah an pajak, karena data

penerimaan pajak. Tabulasijumlah Surat Setoran Pajak
dan bulan, misalnya bulan Januari 2002 tabulasi Surat Setoran Pajak setiap
jenis pajak dan kemudian ditotal, bulan Februari 2002 tabulasi Surat Setoran
Pajak setiap jenis pajak dan kemudian ditotal, dan seterusnya.

Gambaran umum Surat Setoran Pajak menjelaskan jumlah Surat Setoran
Pajak dan pertumbuhannya. Tabulasi ini dilakukan d tahun per tahun
untuk mengatahui jumlah Surat Setoran Pajak dan pertumbuhannya di setiap
tahunnya. Untuk lebih jelasnya, jumlah Surat Setoran Pajak dan
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ipertumbuhannya dapat dilihat dalam Tabel 5, sedangkan garis linier jumlah
Surat Setoran Pajak dapat dilihat dalam Grafik 5. dan garis linier pertumbuhan
§urat Setoran Pajak dapat dilihat dalam Grafik 6.

Tabel 5
Data Jumlah Surat Setoran Pajak
Tahun 2002 sampai dengan 2006

No. | Tahun Surat Setoran Pajak Pertumbuhan
o (Lembar) (%)
| [ | 2002 72,494
[ 2003 69,008 481%
‘ 3. | 2004 58,644 -15.02%
|| 4. | 2005 59,691 1.79%
| | 5. | 2006 60,993 2.18%

Dengan dasar perhitungan jumlah Surat Setoran Pajak tahun 2002,
pertumbuhan jumlah Surat Setoran Pajak paling besar terjadi di tahun 2006,
yaitu sebesar 2,18% dengan jumlah Surat Setoran Pajak 60.993 lembar.
Sledangkan pertumbuhan jumlah Surat Setoran Pajak paling kecil terjadi di tahun
2004, yaitu mengalami pertumbuhan negatif atau mengalami penurunan sebesar
-15,02% dengan jumlah Surat Setoran Pajak 58.644 lembar.

Grafik 5.
Garis Jumlah Surat Setoran Pajak Tahun 2002 s.d. 2006
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Grafik 6
Garis Pertumbuhan Jumlah Surat Setoran Pajak Tahun 2002 s.d. 2006
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Analisis Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak meliputi dua pengujian,
yaitu:

4. Pengujian Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 6, dimana jumlah
masing-masing data (Surat Setoran Pajak dan Penerimaan Pajak) adalah 60
(enam puluh), sehingga tidak ada data yang hilang. Statistik deskriptif meliputi
nilai rata-rata atau mean, nilai standar deviasi, nilai minimum dan nilai
maksimum dari masing-masing data tersebut.

Tabel 6
Descriptive Statistics |
N Mean Std. D eviation Minimun Maximum
| SURAT SETORAN
PAJAK (SSP) 60 534717 104 875 . 3957 8132
PENERIMAAN PAJAK 60 45633.87 11356.09500 | | 2452003 7129137

Sumber: Hasil print-out Program SPSS Versi 12

b.Pengujian Korelasi Pearson Product Moment

Sebelum data diuji dengan korelasi Pearson Product Moment, data diuji
normalitasnya atau hubungan linieritasnya. Pengujian Normalitas Lilliefors
(Kolmogorov-Smirnov) dapat dilihat dalam Tabel 7.
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Tabel 7 e
One-Sarple Kolmogorov-8 mimov Tast
SURAT
SETORAN PENERMAAN
PAJAK (SSP) PAMK |
N 60 60
Normra | Parameters ab Moan 5347 47 45633.8683
Kd. Doeviaton 1034815 1135609500
Mo st Extreme Absdius 204 125
Dffererces Poztitive 204 25
Nogative -120 -082
KolmogorowSmirnov Z 1518 865
Asymp. Sg.(2-tailed) 014 310

a Test disttbuton is Nerma.
b Calcdaedfromdata.

bumber: Hasil print-ont Program SPSS Versi 12

Kesimpulan Pengujian Normalitas Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) adalah
sebagai berikut:

1). Surat Setoran Pajak mempunyai P-value=sig. sebesar 1,4% sehingga H,
ditolak, karena P-value=sig. lebih kecil dari a = 5% . Kesimpulannya adalah
data tersebut merupakan populasi yang tidak berdistribusi normal.
Penerimaan Pajak mempunyai P-value=sig. sebesar 31,0% sehingga H, tidak
dapat ditolak, karena P-value=sig. lebih besar dari a =5%. Kesimpulannya
adalah data tersebut merupakan populasi yang berdistribusi normal.

A
h

Data Surat Setoran Pajak tidak berdistribusi normal, sehingga data tersebut
dilakukan transformasi data. Kegunaan transformasi data adalah memodifikasi
rjilai-nilai data yang telah ada (Wahana Komputer, 2006). Data Surat Setoran
Hajak yang tersedia dimodifikasi ke perhitunganlogaritma (Ln) untuk mencari
j:l:i logaritma natural (Wahana Komputer, 2006), supaya mendapatkan data

g berdistribusi normal. Untuk perhitungan logaritma Surat Setoran Pajak,
perhitungannya menjadi Ln Surat Setoran Pajak; dan untuk perhitungan
logaritma Penerimaan Pajak, perhitungannya menjadi Ln Penerimaan Pajak.
Perhitungan logaritma menggunakan SPSS Versi 12 pada tebal Transform, menu
Corpute. Pengujian Normalitas Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) dengan data hasil
formasi data logaritma dapat dilihat dalam Tabel 8.
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Tabel 8

One-Sample KotmogorovS mirnov Test |

. I.u_SURA* Ln,
SETO! PENERIMAAN
PAIAK (S PAIAK
N 80 60
Normal Panmeters w Masn 8.5678 106883
Std Doviston 18617 24738
Most Extreme Atzolte 168 .are
Dfferences Pasiive 188 .76
Negaive -09% -066
Kdmogorav-Smy rov 2 1.305 .59
Asymp. Sig. (-ikd) .068 .876

9 Test dstrbutonis Normal.
b Cakustet fromdata.

Kesimpulan Pengujian Normalitas Lilliefors (KolmOforov-Smimov) adalah

sebagai berikut:

1).

2).

Surat Setoran Pajak mempunyai P-value=sig. sebesar 6,6% sehingga H, tidak
dapat ditolak, karena P-value=sig. lebih kecil dari a=5%. Kesimpulannya
adalah data tersebut merupakan populasi yang berdistribusi normal.

Penerimaan Pajak mempunyai P-value=sig. sebesar 87,6% sehingga H, tidak
dapat ditolak, karena P-value=sig. lebih besar dari a =5%. Kesimpulannya
adalah data tersebut merupakan populasi yang berdistribusi normal.

Sedangkan hubungan linieritas dapat dilihat dari hubungan variabel

independen dengan variabel dependen. Berikut ini hubungan linieritasnya yaitu
variabel Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak dapat dilihat pada
Grafik 7. Hubungan ini mempunyai P-value=sig. sebesar 0,024% sehingga H,
ditolak, karena P-value=sig. lebih kecil dari a = 5%. Kesimpulannya adalah ada
hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen.

Grafik 7
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Sumber: Hasil print-out Program SPSS Versi 12
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Pengujian kedua asumsi yang telah dijelaskan’ diatas telah terpenuhi,
sehingga semua data ini dapat dilakukan pengujian korelasi Pearson Product
Moment. Pengujian korelasi Pearson Product Moment dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9
Correlatons
SURAT
SETORAN PENERINAAN
PAINK (S5P) PAIAK
w300 1 -l
PAJAK (SSP) Sig. @-taled) . 002
N 60 [e]
PENERIMAAN PAJAK Pearon Correlation 385 1
Sig. @-taiyd) 02 .
N 60 60

. Comelationis sgniicant at the 0.01 level -tafnd).

Sumber: Hasil print-cut Program SPSS Versi 12

Kesimpulan Pengujian korelasi Pearson Product Moment adalah korelasi
earson Product Moment Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak
empunyai r= 0,385 dan P-value=sig= 0,002, sehingga H, ditolak, karena P-
talue=sig. lebih kecil dari a = 5%. Kesimpulannya adalah ada hubungan linier
yang rendah Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

esimpulan
Kesimpulan hasil penelitian hubungan antara Wajib Pajak dan Surat

toran Pajak dengan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

Hipotesis pertama H_ ditolak, artinya jumlah Wajib Pajak memiliki

pengaruh terhadap penerimaan pajak karena ada hubungan secara linier

antara jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak dengan rincian
sebagai berikut:

1). Ada hubungan linier.yang substansial antara Wajib Pajak Badan Aktif
terhadap Penerimaan Pajak. Hubungan tersebut mempunyai arah
korelasi positif, yaitu semakin tinggi jumlah Wajib Pajak Badan Aktif,
Penerimaan Pajak cenderung semakin besar, dan sebaliknya. Wajib Pajak
Badan Aktif yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak meliputi
Wajib Pajak Badan Bukan Data Baru dan Wajib Pajak Badan DataBaru.

2). Adahubungan linier yang substansial antara Wajib Pajak Orang Pribadi
Aktif terhadap Penerimaan Pajak. Hubungan tersebut mempunyai arah
korelasi positif, yaitu semakin tinggi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
Aktif, Penerimaan Pajak cenderung semakin besar, dan sebaliknya. Wajib
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Pajak Orang Pribadi Aktif yang dapat mempen i penerimaan pajak
meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Data/ Baru dan Wajib Pajak
Orang Pribadi Data Baru.
Secara keseluruhan disimpulkan bahwa peningkatan jumlah Wajib
Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah,
cenderung dapat meningkatkan penerimaan pajak di wilayahnya,
sehingga Kantor Pelayanan Pajak tersebut melaksanakan program
penyisiran atau kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang lebih terarah
dan sistematis. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya
pertumbuhan penerimaan pajak yang meningkat dari tahun ke tahun.
Hipotesis kedua H_ ditolak, artinya jumlah Surat Setoran Pajak
memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak karena ada hubungan
linier antara Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan Pajak,
meskipun hubungannya rendah. Hubungan tersebut mempunyai arah
korelasi positif, yaitu semakin tinggi jumlah!Surat Setoran Pajak,
Penerimaan Pajak cenderung semakin besar, dan sebaliknya. Oleh
karena itu, peningkatan jumlah Surat Setoran Pajak yang
diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah,
cenderung dapat meningkatkan penerimaan pajak, meskipun
peningkatannya rendah.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, penulis menyarankan

beberapa hal terkait dengan pencapaian penerimaan pajak, yaitu:

a.

Pelaksanaan penyisiran dalamrangka meningka jumlah Wajib Pajak
dapat dilanjutkan dan melaksanakan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) secara jabatan berdasarkan Bank Data atau Simpul Data yang
sebelumnya telah dilakukan cross check keberadpan dan kemampuan
finansial Wajib Pajak. Keberhasilan implementasi penyisiran dengan
meningkatnya jumlah Wajib Pajak, dapat mempengaruhi peningkatan
penerimaan pajak. Oleh karena itu, jumlah data yang terkait dengan
implementasi penyisiran terus ditingkatkan, salah satunya adalah daftar
anggota belanja yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tertentu yang
terdapat diwilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak dimana perusahaan
terdaftar.
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b. Indikator keberhasilan penyisiran adalah meningkatnya jumlah Surat
Setoran Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Dalam hasil penelitian
ini, jumlah Surat Setoran Pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak,
sehingga dampak penyisiran terkait dengan pelaksanaan intensifikasi
perpajakan. Namun, pengujian intensifikasi perpajakan yang terkait
dengan penerimaan pajak tidak dilaksanakan dalam penelitian inj,
karena keterbatasan pengumpulan data penelitian.

Henelitian Lanjutan
Untuk memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan jelas, penelitian
ini dapat dilanjutkan dengan melakukan studi kasus pada pokok permasalahan
ng sama di Kantor Pelayanan Pajak lainnya baik di wilayah Daerah Khusus
ukota Jakarta maupundi wilayah lainnya. Pengumpulan data dan metodologi
elitian dapat menggunakan penelitian yang sama supaya hasil penelitian
Ianjutan tersebut dapat dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya.
rbandingan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu
kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.
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